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*ANdAPkAN : PERATURAI\i EUPATI TENTASITG STA.i\iDARNSASN HARGA tsARANG
DAN JASA TAHUN ANGGARAN 201 1.

Pasal 1

Standarisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2a11 adalah harga barang dan

;asa yang digunakan sebagai standar dalam pengndaan barang dan jasa dalam
tahun anggarzln 2011.

tla-^l ar dJ{Il z-

i1) Standarisasi harge barang dan jasa taJrun angga'ra$ ?O't't 6rsusun dengen
sistematika sebagai berf kut:

a. standarisasi harga sarana keria,

b. standarisasi harga jasa,

c. standarisasi harga konstruksi,

d. standaiisasi gambarkonstruksi,

e. standarisasi gambai- mebel.

tzj Standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dalam sebuah buku yang meri:pakan iagian tidak terpisahkail dari
Peraluran Bupati ini.

Pasal 3

{i) Harga barang dan jasa yang ditetapkan dalarn Peraluran Bupati ini merupakan
batas tei-tinggi untuk setiap jenis barairg dan jasa.

{.2) Pengmua{ian das kder*uan sebagafrnana dimaksud pada ayat {1i wajib
nrempercleh perse'tujuan Bupati.

tzi Bupati dalarn rnernberikan persetujuafi, meri?per:iimbangkan harga survey dari
organisasi perangkat daerah yang diperoleh paling sedikit dari 3 (tiga) penyedia
bai'ang{asa.



Pasal 4

(1) organisasi perangkat daerah yang melakukan kegiatan pengadaan barang dan
jasa yang standarisasinya belum ditetapkan dalam peraturan Bupati ini wajib
memperoleh persetujuan Bupati.

12) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan:
a' diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi,

b. harga barang/jasa yang diberi kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) per satuan barang{asa dan harga keseluruhan per barang{asa
paring banyak Rp50-000.000,00 (rima puruh juta rupiah).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggardiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati
dengan penempatannya daram Berita Daerah Kabupaten sreman.
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